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1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan modernisasi yang telah memasuki bangsa ini membuat
internet atau teknologi informasi hampir digunakan dalam setiap aspek kehidupan
sehari-hari, khususnya dalam bidang perbankan.! Sesuai dengan laju pertumbuhan
ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai
alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keungan yang merupakan lembaga
perantara dari pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang
kekurangan dana (lack of funds) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan
masyarakat (financial intermediary). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu
lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengan masyarakat.
Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu” yang
keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi
masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-
masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.?

Perkembangan pembangunan di Indonesia memerlukan beberapa hal salah
satunya yaitu pendanaan yang besar.® Perkembangan perekonomian Indonesia salah
satunya bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Keberadaan bank
yang yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke
arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.* Bank adalah sebagai salah satu
lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan
menyalurkan dana masyarakat.®
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Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan
seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan
koperasi. Oleh sebab itu perbankan Indonesia sebagai agen pembangunan (agent of
development) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat
banyak.® Hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa Bank adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kerdit dan atau bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pemberian kredit merupakan
usaha yang masih memiliki porsi terbesar dalam kehidupan perbankan di Indonesia
saat ini.’

Akan tetapi, timbul permasalahan terhadap pemerataan layanan perbankan
di Indonesia dalam melaksankan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Hal ini terjadi karena berdasarkan letak geogarfis Indonesia yang
merupakan Negara kepulauan. Jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan
menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata. Layanan perbankan hanya
tertumpuk di pusat kota saja, kurang menyentuh masyarakat yang ada di pelosok
daerah. Hal inilah yang menyababkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat
tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional.

Hingga akhirnya pada jaman sekarang kita mengalami perkembangan
tekonologi yang begitu maju. Di era globalisasi sekarang, semua aktivitas
masyarakat dibantu oleh teknologi. Semua pekerjaan manusia sekarang pasti
berhubungan dengan teknologi, tidak terkecuali dalam kegiatan lembaga keuangan.
Lembaga keuangan sekarang juga sudah mulai bergeser kepada lembaga keuangan
yang berbasis teknologi. Salah satu produknya vyaitu Fintech (Financial
Technology), Fintech ini sendiri merupakan inovasi baru di bidang finansial. Fintech
ini ada karena hasil gabungan lembaga keuangan yang menggunakan manfaat
perkembangan kecanggihan teknologi masa kini. Fintech ini dibagi menjadi banyak
cabang lagi yaitu seperti fintech investasi, fintech pembayaran, fintech pembiayaan,
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fintech asuransi, fintech lintas proses, fintech infrastruktur. Dari segi pembayaran ini
biasanya digunakan untuk dompet digital atau payment, untuk bidang investasi ini
itu merupakan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan crowdfunding, untuk
pembiayaan itu ada pinjaman mikro, fasilitas kredit, lalu crowdfunding juga
termasuk di bidang pembiayaan. Kemudian ada asuransi, untuk asuransi ini juga
sama kegiatan asuransi seperti biasanya tetapi sekarang kegiatan asuransi lebih
banyak dilakukan melalui online menggunakan aplikasi atau website. Fintech lintas
proses ini merupakan analisis big data dimana kegiatannya seputar pengelolaan, dan
analisa data pengguna sehari-hari (dalam jumlah besar). Yang terakhir ada fintech
infrastruktur ini bergerak di segala hal yang menyangkut dengan keamanan digital
(security).®

Sistem peer to peer lending pertama kali dikenal di Inggris melalui
perusahaan Zopa pada tahun 2005 yang kemudian diikuti di Amerika. Para
pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep peer to peer lending karena dampak
krisis financial 2008%. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan
memberikan suku bunga yang mendekati 0% kepada para deposan uang. Karena itu
peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif
mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi.

Untuk Peer to Peer Lending ini sendiri saat ini mulai banyak bermunculan
dan perkembangannya begitu pesat di masyarakat, sehingga mulai mendapat
perhatian lebih oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bl (Bank Indonesia). Hingga
Otoritas Jasa Keuangan membentuk tim khusus pembentuk aturan jasa Fintech dan
akhirnya berhasil menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi. Dalam peraturan ini diatur perlindungan hukum bagi penggunannya
(kewajiban pelaku usaha), prosedur pendaftaran, syarat-syarat yang harus dipenuhi
pelaku usaha, dokumen-dokumen yang harus dilampirkan, hingga hak dan
kewajiban pelaku usaha. Peraturan ini merupakan yang pertama yang Kkhusus
mengatur pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Banyak sekali
masyarakat Indonesia sekarang yang meminjam di perusahaan Fintech karena
ternyata masih banyak orang yang belum atau susah aksesnya untuk meminjam ke
bank. Bisa karena persyaratan bank yang cukup ketat sekarang untuk bisa
meminjamkan uang kepada perseorangan, kemudian permasalahan letak geografis
Indonesia yang Negaranya memang Negara kepulauan dan sangat luas. Oleh sebab
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itu, hadirnya terobosan di lembaga keuangan berupa fintech ini sangat disambut baik
oleh masyarakat yang membutuhkan dana dan sangat cepat sekali peningkatan
jumlah penggunanya.

Didalam Fintech Peer to Peer Lending ini para pihaknya terdiri dari
pemberi pinjaman sebagai pemilik dana, kemudia penyelenggara sebagai pelaku
usaha, dan terakhir penerima pinjaman sebagai orang yang ingin meminjam dana.
Para Pihak ini memiliki bagiannya masing-masing. Pemberi pinjaman selaku
investor (pemilik dana) disini menyetorkan dananya ke pihak penyelenggara
kemudian untuk penyelenggara tugasnya yaitu selain pengelola aplikasi (penyedia
media), juga yang menseleksi calon peminjam. Kemudian penerima pinjaman
merupakan pihak yang mengajukan pinjaman lewat aplikasi dengan cara mendaftar.
Ketika pendaftarannya sudah disetujui maka dia dapat meminjam sesuai dengan
jumlah yang ditentukan oleh penyelenggara (Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8
POJK Nomor 77/POJK.01/2016). Dalam tulisan ini penulis membatasi pinjaman
pemberian pinjaman terhadap perseorangan bukan pinjaman terhadap badan hukum.
Mekanismenya, sistem dari Penyelenggara Fintech akan mempertemukan pihak
peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa
dalam layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending merupakan marketplace untuk
kegiatan pinjam-meminjam uang secara online.

Itu sebabnya dalam pelaksanaan Fintech berbasis Peer to Peer Lending
diperlukan adanya regulasi yang mengaturnya karena Fintech termasuk dalam
mikroprudensial sehingga kegiatannya akan senantiasa di awasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Sistem pengawasan secara mikroprudensial
maksudnya adalah OJK memiliki kewenangan yang lebih mengarah kepada analisis
perkembangan individu lembaga keuangan. Oleh karena itu, kegiatan yang
dilakukan penyelanggara Fintech berbasis Peer to Peer Lending harus tetap dalam
koridor hukum pengawasan OJK, sebagaimana diatur dalam penyelanggara Fintech
berbasis Peer to Peer Lending dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi
Informasi.

Namun pada prakteknya, kemunculan perusahaan-perusahaan Fintech yang
telah terdaftar dan diawasi OJK, juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru
pula. Dalam Perjanjian Fintech Peer to Peer Lending penyelenggara dengan
pengguna, perjanjiannya berisi bahwa penyelenggara dapat mengakses informasi
pribadi pengguna untuk tujuan kredit, tetapi dalam kenyataannya jika penerima
pinjaman telat bayar, informasi pribadinya disebarkan dan disalahgunakan secara
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sepihak dengan cara memberitahu keluarga dan kerabat untuk membuat malu
debitur agar membayar hutangnya.

Berdasarkan data dari LBH Jakarta Ada 1.145 laporan korban soal bunga
yang sangat tinggi dan tanpa batasan'?. Kemudian 1.100 korban soal penagihan yang
tidak hanya dilakukan kepada peminjam tetapi juga kepada kontak darurat, keluarga
atau saudara, hingga rekan kerja. Tak hanya itu, ancaman dan pelecehan seksual
turut menimpa korban dari aplikasi pinjaman online tersebut. Ini diperburuk dengan
penyebaran data pribadi pengguna. Ada 781 korban yang menerima pelecehan
seksual serta 903 korban di mana penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak
yang ada di gawai peminjam.®

Dari tindakan penyelenggara tersebut melanggar Pasal 26 dan 39 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan sanksi bagi penyelenggara
yang di atur OJK hanya sebatas sanksi administratif (Pasal 47 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK.01/2016). Tetapi, tidak ada aturan yang
melindungi penerima pinjaman yang sudah jelas dirugikan karena data pribadinya
sudah disebarkan. Padahal tindakan penyelenggara termasuk perbuatan melanggar
hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan melanggar Pasal 27 ayat (3) dan/atau ayat (4)
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Sehinga, penulis disini bertujuan untuk
meniliti apa saja akibat hukum bagi perusahaan fintech yang telah melanggar
ketentuan tersebut, serta apa perlindungan hukum bagi penerima pinjaman yang
telah dirugikan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

2.1 Apa akibat hukum penyebaran data pribadi penerima pinjaman dalam
pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

2.2 Apa perlindungan hukum bagi penerima pinjaman yang data pribadinya di
sebarkan dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui akibat hukum penyebaran data pribadi penerima
pinjaman dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
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2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima pinjaman yang data
pribadinya di sebarkan dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
A. Manfaat Teoritis
— Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu
hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum di bidang Fintech
Peer to Peer Lending pada khususnya.
— Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan
penelitian hukum di bidang Fintech Peer to Peer Lending.
B. Manfaat Praktis
— Memberikan masukan akibat hukum penyebaran data pribadi
penerima pinjaman dalam pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi.
— Memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait
perlindungan hukum bagi penerima pinjaman yang data pribadinya
di sebarkan dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi.
1.5 METODE PENELITIAN
1.5.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif (normative legal research). Dimana penelitian
hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas
hukum, dan doktrin hukum.** Penelitian hukum normatif berfungsi untuk
memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan
konflik norma.’® Hasil penelitian ini adalah memberikan preskripsi
mengenai rumusan masalah yang diajukan.
1.5.2 Metode Pendekatan
Adapun dalam penelitian ini digunakan dua metode pendekatan,
yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach).
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Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan
dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk
mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan
teoritis legal issue yang akan diteliti.

1.5.3 Sumber dan jenis bahan hukum
1 Bahan hukum primer

Merupakan sumber bahan hukum yang sifatnya mengikat,

yaitu berupa norma-norma hukum yang meliputi ketentuan-ketentuan,
perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim yang berkaitan
dengan pokok bahasan dalam penelitian hukum ini.*® Adapun berikut
adalah sumber bahan hukum primer yang digunakan.

a.
b.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi

Surat Edaran OJK Nomor 18/SEQJK.02/2017 Tentang Tata
Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung bahan

hukum primer. Dimana teori-teori atau konsep-konsep yang terdapat

di bahan hukum sekunder digunakan untung menjelaskan bahan

hukum primer. Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku-

buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, jurnal, dan terbitan

berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law review.'’
3 Bahan hukum tersier
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Bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi bahan hukum
primer dan sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black
Law'’s Dictionary, Eknsiklopedia, dll.

1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum
Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan
dengan isu dikumpulkan dengan metode inventarisasi sesuai dengan
kebutuhan kemudian barulah dilakukan kategorisasi sesuai hierarki
peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder dan
tersier dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (card system), baik dengan
kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar
dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan
(digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun serta
kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).
1.5.5 Teknik analisis bahan hukum
Metode penelitian yang dipakai penulis dalam tulisan ini adalah
penelitian hukum normatif dengan metode penemuan hukum (normative
legal research). Dimana penelitian hukum normatif adalah suatu proses
untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.®
Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis
ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.*® Hasil penelitian
ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang
diajukan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika
Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana setiap
bab memiliki korelasi satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan
hukum ini adalah sebagai berikut:

— BAB | : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya
memuat tentang belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban
sistematika.

— BAB Il : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi
landasan teori untuk menjawab rumusan masalah yang didalamnya
memuat tentang teori perjanjian, tinjauan umum kredit, layanan
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pinjam meminjam uang berbasis teknologi, Otoritas Jasa Keuangan,
Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB Il : Berisi tentang pembahasan yang merupakan uraian hasil
penelitian mengenai rumusan masalah pada skripsi ini, yakni apa
akibat hukum penyebaran data pribadi penerima pinjaman dalam
pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan mengenai
perlindungan hukum bagi penerima pinjaman.

BAB 1V : Berisi tentang penutup, yang merupakan paparan dari
kesimpulan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang
ada, dan saran berdasarkan kesimpulan tersebut.



